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Abstract
Crim/na//sa(/on of terrorism in Indonesia is certainiy related to the global dinamization
process occurred recently. Viewed substantially the cnme of terrorism for specifically
international terronsm actually is not the single cnme because it can be atransnational
crime. Even though through seeing the terronsm of crime correlated to the crimeSj theprocess of cn'minalization from the various of aspects must be determined comprehen
sively.
Pendahuluan
Semenjak terjadinya serangan yang
diduga dilakukan oleh teroris pada tanggal
•11 September 2001 di New York dan Wash
ington Amerika Serikat (AS), terorisme
kemudian menjadi perhatian dan masalah
serius di seluruh dunia. Betapa tidak, dengan
cara membajak pesawat terbang komersial
American Airline dan United Airline, teroris
menjadikan pesawat tersebut menjadi senjata
bunuh diri sekaligus untuk menghancurkan
dua simbul keperkasaan Amerika Serikat yaitu
menara kembar World Trade Centre di New
York sebagai simbu! kekuatan perekonomian
dan sebagian bangunan pusat Departemen
Pertahanan Amerika yang paling bergengsi
"Pentagon" di Washington sebagai simbul
kedigdayaan militernyaJ Satu pesawat
penumpang lagi yang diduga akan ditabrakkan
teroris di Gedung Putih temyata jatuh di daerah
kosong. Dalam peristiwa tersebut korban yang
tewas lebih dari 6000 crang. Peristiwa tersebut
kemudian disebut oleh bangsa Amerika
sendiri sebagai suatu "Panggilan Pembangun
Tidur."^
"Panggilan Pembangun Tidur" yang
dilakukan oleh para teroris tersebut nampaknya
betul-betui membangunkan AS dari tidurnya.
Kalau saja para kurcacP yang sedang tidur
1Cara yang dipakai teroris tersebut dikenai dengan Istilah mass weapons destruction suicide hijack bomb.
nhathMllPtinlithana.dephan.QO.id..volumevNoJJuli2001. -i, c«nw
nranskrip dan Terjemahan Resmi haSil wawancara dengan Wakil Menten Pertahanan Amenka Senkat
Paul Wolfowitz, 2Desember 2001. Siaran Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.
G^ambaran crang yang bertubuh pendek atau kerdll dalam cerita anak-anak.
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diganggu hingga bangun, maka akibat yang
terjadi paling-paling sedlkit suara berisik para
kurcaciyang terusik tidumya, yang nantlnya akan
hllang dengan sendlrinya. Namun bagaimana
hainya jika yang diganggu dari tidur nyenyaknya
adalah seorang raksasa {baca: Amerika
Serikat)? Tentulah bangunnya raksasa tersebut
akan menggegerion jagad karena ia pasti akan
mencari pelaku yang mengusik tidumya untuk
membuat pertiitungan/
Pada saat Amerika Serikat bangun dari
"tidur" yang diakibatkan oleh teror, yang terjadi
betui-betui kegemparan di seluruh dunia yang
diakibatkan oleh cara Presiden Amerika
Serikat George Walker Bush Jrmencari peiaku
"pembangun tidur- atau pihak-pihak yang
membantu peiaku.- Karena yang dipikirkan oleh
Bush Jr dalam menghadapi para teroris adaiah
memisahkan mana lawan mana kawan, iaiu
muncui semboyannya (doktrin) yang
menggetarkan siapapun yang mendengamya:
"either youare with us oragainstus" Kata
'us' disitu bisa berarti ganda yaitu sebagai 'us'
yang berarti kami/kita atau singkatan dari
'United States', sehingga sangat kuat kesan
adanya keinginan untuk menempatkan dirinya
sebagai puncak piramida dari kumpulan
negara-negara di dunia.® indlkasi keinginan
AS untuk memimpin dunia dalam pembe-
rantasan terorisme makin nampak dari
pernyataan ianjutan Presiden AS bahwa AS
akan memimpin dunia meiawan terorisme.®
Semboyan Presiden Amerika tersebut
nampaknya benar-benar berpengaruh" pada
kebijakan politik di banyak negara di dunia,
karena mereka bisa menjadi kikuk dan terpaksa
harus bersikap untuk memiiih sebagai teman
atau lawan dari Amerika Serikat. Menurut Agus
Subagyo' Doktrin Bush teiahmembelah dunia.
menjadi dua bagian yang terpisahkan, yakni
antara ikut kubu AS memerangi terorisme glo
bal atau ikut mendukung terorisme global.
Negara-negara di dunia dihadapkan pada
pilihan sulitdan mau tidak mau harus memiiih
di antara keduanya. Suasana ini mirip ketika
perang dingin antara kubu kapitalis dan
komunis. Saat ini dunia dikondisikan oleh
doktrin tersebut pada batas-batas terorisme
global: zona anti teroris dan zona teroris atau
pendukung teroris.
Tampiian poiitik iuar negeri AS pasca
tragedi WTC dan Pentagon memang menun-
jukkan perubahan sangat mendasar, AS sahgat
represif, ofensif, dan reaktif terhadap negara-
negara yang dianggap membahayakan bagi
perdamaian dunia dan mengancam keamanan
global.® Sebagai bagian dari warga dunia, In
donesia tentu saja tidak akan teriepas dari
pilihan suiit tersebut. Indonesia harus
menentukan pilihan yang keduanya tentu tidak
*Ada ungkapan yang sangat tepat dalam bahasa Jawa untuk memberikan gambaran seperti itu yaitu
peaimpamaan koyo nangm macan furuseperti membangunkan macan yang sedang tidur.
®Agus Subagyo, "Satu Tahun Tragedi WTC 11 September 2001", harian Kompas. LihatjugaHikmahanto
Yuwono, "Catatan Singkat RUU Anti Terorisme", makalah seminar sehari Terorisme, Fakultas Hukum Univer-
sitas Indonesia, Jakarta, Mei 2002.
®"Dunia Nyatakan Perang Lawan Terorisme", Kompas Cyber Media, Jum'at 14 September 2001, htto://
www.kompas.cGm.
' Agus Subagyo, Ibid.
®Agus Subagyo,/b/d.
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akan teriepas dari konsekuensi atas pulusan peledakan bom di Bail pada tanggal 12
yang diambil. Situasi sulit yang dihadapi Indo- Oktober 2002' yang nampaknya "memaksa
nesia menjadi lebih sulit iagi ketika terjadi Pemerintah untuk segera mengeiuarkan
ledakan bom di Bail yang diduga dilakukan peraturan perundang-undangan untuk mengatasi
olah teroris, yang menewaskan labih seratus terorisme. Dalam konteks seperti inilah agaknya
delapan puluh orang yang sebagian besar Pemerintah kemudian mengeiuarkan produk
adalah orang asing kulit putih dan sebagian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
besar diantaranya adaiah warga negara Aus- Undang Repubiik Indonesia (Perpu) Nomor 1
tralia. Berkaitan dengan kejadian bom di Baii tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
tersebut Indonesia semakin dituntut oieh dunia Pidana Terorisme dan Perpu Nomor2tahun 2002
intemasionai (khususnya oleh AS dan Austra- tentang Pemberiakuan Perpu Nomor 1Tahun
lia] untuk lebih serius menghadapi aksi 2002 tentang Pemberantasan Tindak
terorisme. PidanaTerorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom
Sebenamya sudah agak lama Indonesia di Baii Pada Tanggall2Oktober 2002.
merancang Draft RUU Pemberantasan Tulisan ini hendak mengkaji dan menjawab
Terorisme, namun karena draft RUU tersebut masalah apakah terorisme teiah menjadi isu
telah menimbulkan suasana kontroversial yang global dan apakah proses kriminalisasi terorisme
kemudian terhambat pembahasannya. di Indonesia dipengaruhi oleh isu global
KontroversI berputar di sekitar pbrsoalan terorisme?
apakah Indonesia sudah periu melakukan
pengaturan mengenai pemberantasan tindak pengertian Terorisme
pidana terorisme? Apakah undang-undang
pidana yang ada sudah tidak memadai untuk TIdak begitu jeias sejak kapan istilah
menangguiangi terorisme? Apakah yang terorisme teiah menjadi perbendaharaan kata
disebut sebagai terorisme itu sendiri? Serta yang demikian akrab bagi sebagian besar
sejauhmana urgensi periindungan HAM bagai penduduk di muka bumi ini. Secara agak
tersangka/terdakwa pelaku terorisme dalam berlebihan ada yang berpendapat bahwa.
perspektif due process of lavn Apakah "Mungkin tidak salah kalau kita mengatakankriminalisasi terorisme dapat menjadi peluang bahwa sejarah umat manusia adalah
penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana rangkaian yang tidak terputus dan aksi.teror
pernah terjadi pada waktu masih adanya yang terjadi dari bentuk yang satu ke bentuk
produk Undang-Undang Pemberantasan yang lain, dari tempatyang satu ketempatyang
Tindak Pidana Subversi karena lenturnya Iain, dan dari orang yang satu ke orang yangpengertiansubversiitusendiri.sehinggadapat lain."« Sebenamya apakah yang disebut
ditafsirkan sesuka hati oleh penguasa. dengan terorisme itu? Ada yang mengartikan
Belum selesai membahas persoalan sebagai suatu kegiatan dengan kekerasan
kontroversi RUU tersebut, tiba-tiba saja terjadi atau ancaman kekerasan balk yang menyangkut
®Steven Mere, 'SiapaTeror Slapa", makalah Poskup, 2002.
fisik'atau noil fisifcuntukmenimbulkan ketakutan
atau korban fisik atau jiwa. Namun p'engertian
tersebut cendemng bersifat menyederhanakan
persoalan sehingga belum bisa memberikan
batasan pengertian yang jelas.Memang tidak
mudah untuk memberikan batasanpengertian
terorisme. Salah satu kesuiitan untuk melakukan
kajian tentang masalah terorisme sebenamya
bermula dari pemberian pengertian istilah
terorisme itu sendiri.
Hikmahanto Yuwono. ahli hukum
intemasional dari Universitas Indonesia juga
mengakui sulitnya membuat batasan tentang
terorisme, mesklpun secara faktual dapat
dirasakan dandapat dilihat adanya karakteristik
tertentu dari terorisme. Karakteristik'terorisme
setidaknya melipuli adanya penyerangan
dengan kekerasan yang bersifat indiscriminate
(membabi buta, sembarangan,pen.), dilakukan
di tempat-tempat sipil atau terhadap orang
sipil, dan dilakukan sebagai upaya agar
pemerintah tertentu tunduk kepada keinginan
pelaku.'® Sampai saat ini pengertian terorisme
dan kejahatan terorisme masih beragam,
bahkan AS sendiri yang paling getol meng-
kampanyekan gerakan anti terorisme temyata
belum mempunyai definisi yang jelas mengenai
terorisme definisinya masih beragam dan
kadang kala rancu."
Tidak heran jika Martin Indyk.seorang
mantan duta besarASdi Israel menyebutkan
kerancuan definisi terorisme tersebut dengan
mengambil contoh konflik Israel-Palestina.
Bahwa yang dianggap teroris oleh orang Is
rael adalah pejuang kemerdekaan Palestina,
sedang menurut orang Palestina yang disebut
teroris adalah orang Israel. Atau dalam kasus
bom bunuh diri oleh orang Palestina tertiadap
sasaran diIsrael, pelakunya olehASdan Israel
disebut sebagaiteroris, namun bagi Palestina
yang diserang bom bunuh diri tersebutlah yang
teroris, AS dan Israellah terorisnya.'^ Oleh
karena itu untuk menghindari kerancuan
pengertian tersebut, dalam Konferensi Tingkal
Tinggi (KIT) Arab di Beirut 27-28 Maret 2002
menghendaki agar perumusan mengenai
terorisme membedakan antara terorisme
dengan hak sah dari rakyat untuk melakukan
periawanan tertiadap penduduk asing dalam
rangka membebaskan tanah air mereka
sendlri.^^
Habibie memberikan batasan pengertian
terorisme sebagai berikut:^^
Terrorism is thesystematic use ofterroror
unpredictable violence against govern
ments, publics, or individuals to atttain a
political^ objective.
Hikmahanto Yuwono, op.cit. Penulis sendiri tidak sepenuhnyasetuju dengan karakter minimal terorisme
tersebut, khususnya yang berkaiatan dengan objek sasaran yang dikatakannya di tempat sipil atau terhadap
orahg sipil, karena objeknya bisaapasajatermasuk sasaranmiliter.
" "Definisi Teroris di AS-pun Masih Rancu', harian Kedaulatan Rakyat, 9November 2002.
" "Deklarasi Beirut dan Isu Terorisme', Kompas Cyber Media, Minggu 31 Maret 2002,
htlDwww.komDas.com.
" Bacharuddin Jusuf Habibie, "Human Rights, Human Responsibility, and Human Security", makalah
dalam workshop XIX international Workshop on Global Securityand the Waron Terrorism, diselenggarakan
oleh Centre for Strategic Research and BDLI (German Aerospace Industry Association), Berlin, Republic
Federal ofGermany, 3-6Mei 2002.
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Indriyanto Senoadji juga mengakui bahwa sejarah istilah terorisme tersebut tidak begitu
pengertian terorisme temyata menimbulkan past! kapan diketahui, namun dari segi
mult! interpretasi diantara segala kepentingan substansinya sebenamya aksi-aksi yang biasa
negara, pendapatnya tersebut diperkuat dilakukan oleh para teroris sudah setua
dengan argumentasi pengakuan dari amnes/y peradaban umat manusia. Ada juga yang
international: "there is no un/Versa//y accepted berpendapat sebenamya kegiatan teror sudah
definition of the word terron'sm in general use berlangsung sejak manusia mengenal konflik
or in treaties and law designed to combat iV^^ yang dimulal sejak jaman Jenghis Khan,
Padaawalnya terorisme dikategorikansebagai Revolusi Perancis hingga yang dikenal saat
kejahatan melawan negara (crimes aga/nst inl, dan pada umumnya tetjadi dalam wilayah-
sfafe). Namun pengertiantersebutdikhawatirkan wilayah yang sedang dilanda konflik.
akan menimbulkan multi interpretasi yang Sejarahwan Yunani yang hidup pada tahun
mengarah pada kepentingan state dimana 430-439 SM yang bemama Xenophon pemah
penguasa dapat memperluas pengertian mengupas tentang manfaat dan efektifitas
terorisme menurut kepentingannya sendiri.^® perang urat syaraf untuk menakut-nakuti
Oleh karenaitu dalam perkembanganselanjutnya musuh.^®
pengertian terorisme temyata bergeser menuju Meskipun istilah teror dan terorisme
ke arah pengertian yang lebih demokratis. merupakan dua istilah yang berbeda tetapi
Terorisme kemudian dirumuskan sebagai sebenamya berasal dari istilah dalam bahasa
kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes . Latin yang samayaituferroratau/errere yang
against humanity) yang sifatnya bisa berarti membuat ketakutan yang sangat
internasional, regional, dan nasional, lebih- mendalam. Namun demlkian jika dilihat dari
lebih bila diarahkan pada jiwa-jlwa orang yang segi metode kekerasan kedua istilah tersebut
tidakbersalah (pub//cby/nnocenO. Pengertian dibedakan pengertiannya. Tidak semua
terorisme seperti itu dapat ditemui dalam Eu- bentuk teror dapat disebut sebagai terorisme.
ropean Convention on the Suppression of Ter- Terorisme adalah puncak aksi kekerasan (ter
rorism (ECST) tahun 1977." rorism is the apex of violence), demikian
Ada yang berpendapat bahwa meski menurut Richard Bagun.'®
'Mndriyanto Seno Adji, "Bali, Terorisme, dan Hak Asasi Manusia", harian Kompas, 29 Oktober 2002.
«Yang dikahawatirkan adalah seperti pada waktu diberlakukannya Undang-Undang Pemberantasan
Kegiatan Subversif (UU No.-11/PNPS/1963) yang temyata dipakai oieh penguasa untuk mengebiri kebebasan
mengemukakan pendapat sebagai salah satu clri demokrasi dan hak asasi manusia. Kalau saja pengertianterorismesangatmultiinterpretatif.lndriyantomengkhawatiri(anbahwaungkapanketidakpuasanterhadap kebijakan
pemerintah dapat diinterpretasikan sebagai terorisme. lihat Indriyanto Seno Adji. Ibid. ^ .
Indriyanto Seno Adji. Ibid., lihatjuga Indriyanto, "Terorisme dan Hukum", harian Kompas 24 September
Harian Kompas, Terorisme Gejala Global". Kamis20 September2001. Juga Ahwil Lulhan. Terorisme",
makalah seminarsehan 'Sosiologi Hukum'yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum
UniversitasPelitaHarapan. Jakarta. 25 Maret2002. .
Richard Bagun, "Indoriesia di Peta Terorisme Global", harian Kompas, 17 Nopember2002.
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Menurut Loudewijk terorisme dapat
didekati dari berbagal macam sudut pandang
keilmuan seperti sosiologi, kriminologi, politik,
hubungan intemasional, danhukum. Kesulitan
untuk merumuskan pengertian terorisme
karena pengertian yang dibuat akan sulit untuk
mencakup seluruh aspek dan dimensi dari
berbagai sudut dan disiplin ilmu tadi.^" Lebih
lanjut Loudewijk mengajukan tiga macam
contoh pengertian terorisme yaitu: 1) Menurut
konvensi PBB tahun 1937 terorisme adalah
segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan
langsung kepada negara dengan maksud
menciptakan bentuk teror terhadap orang-or-
ang tertentu atau kelompok orang atau
masyarakat luas. 2) Menurut US Department
of Defense tahun 1990, terorisme adalah
perbuatan melawan hukum atau tindakan yang
mengandung ancaman dengan kekerasan
ataupaksaan terhadap Individu atau hak milik
untuk memaksa atau mengintimldasi pemerintah
atau masyarakat dengan tujuan politik, agama,
atau ideologi. 3) Menurut TNI AD, berdasarkan
Bujuknik tentang anti teror tahun 2000,
terorisme adalah'cara berfikir dan bertindak
yarig menggunakan teror sebagai t^knik untuk
mencapai tujuan.
Dalam perspektif hukum positif, masalah
terorisme di Indonesia sekarang ini diatur
dalam Perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Meskipun istilah terorisme merupakan istilah
yang sangat penting, namun ternyata istilah
tersebut tidak dijelaskan dalam Ketentuan
Umum Perpu, padahal blasanya istilah penting
dalam perundang-undangan seialu dijelaskan
dalam Ketentuan Umum. Yang dijelaskan
dalam Ketentuan Umum (Bab IPasal 1angka
1) adalah pengertian tindak pidana terorisme
yaitu: "segala perbuatan yang memenuhi
unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan
ketentuan dalam Perpu ini."
Pengertian terorisme temyata dijelaskan
dalam bagian Penjelasan Umum Perpu yaitu:
"kejahatan terhadap kemanusiaan dan
peradaban serta merupakan salah satu
ancaman serius terhadap kedaulatan setlap
negara karena terorisme sudah merupakan
kejahatan yang bersifat intemasional yang
menimbulkan bahaya terhadap keamanan,
perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan
masyarakat..."22 Dalam bagian Penjelasan
Umum mengenai sifat kekhususan Perpu
Nomor 1dalam angka 4dijelaskan lebih lanjut
20 Loudewijk F. Paulus, 'Terorisme", bulletin Litbang Departemen Pertahanan Rl. htto://
www.buletinlilbanQ.deDhan.qQlri.
2^ Pemberian pengertian istilah tersebut sebenarnya tidak memberikan penjelasan karena kita harus
mencarinya lagi dalam bagian lain dalam Perpu yang dalam hal Ini terdapat dalam Bab III Pasal 6sampai dengan
19. Justru dalam draft RUU Pemberantasan Terorisme istilah terorisme diberi batasan pengertian yang dimuat
dalam Ketentuan Umum Bab IPasal Iangka 1yaitu: Terorisme adalah tindakan dengan menggunakan kekerasan
atau ancaman kekerasan yang berlatarbelakang dan atau bertujuan politik dengan kegiatan dalam bentuk
sebagaiberikut:
a. Menimbulkan bahaya atau ancaman bahaya bag! nyawa orang lain;
b. Menghancurkanhartabenda;
a Menghilangkan kebebasan pribadi; atau
d. Menciptakan perasaan takut pada masyarakat luas.
22 Penjelasan Umum Perpu Nomor 1tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
72 JURNAL HUKUM. NO. 21 VOL 9. September 2002:67-86
Muh. AiifSetiawan. Kriminalisasi Terorisme dUndonesia...
bahwa: tindak pidana terorisme
dikecualikan dari tindak pidana politik atau
tindak pidana yang bermotif politik atau tindak
pidana yang bertujuan politik...""
Terorisme sebagai Isu Global
Fenomena -serangan yang diduga
diiakukan oleh teroris terbadap WTC dan Pen
tagon yang mempergunakan sarana pesawat
terbang komersial sebagai mass weapons
destructions suicide hijack bomb untuk
menghancurkan objek sasaran nampaknya
meru'pakan suatu teknik atau metode
penyerangan yang tidak*pernah disadari
siapapun.^^ Para teroris nampaknya telah
memperkenalkan teknik baru yang tidak
pemah dikenal sebelumnya oleh para teroris
kiasik. Para teroris yang mempergunakan metode
kiaslk biasanya hanya terbatas untuk melakukan
pembajakan, penculikan, penyanderaan,
penyitaan, penyiksaan ataupun pembunuhan
biasa. Hal ini menunjukkan bagaimana teroris
telah mempergunakan teknoiogi tinggi untuk
melakukan aksinya yang dapat dilihat oleh
publik sehingga meciptakan "daya kejut" yang
berintensitas tinggi untuk menyampaikan
suatu pesan tertentu.
Kasus terorisme 11 September di AS
tersebut sebenamya tidak terlepas dari proses
globalisasi yang sedang berlangsung sampai
saat ini. Para teroris tersebut ternyata mampu
mempergunakan perkembangan iimu dan
teknoiogi untuk mencapai tujuannya. Globalisasi
terjadi akibat penemuan dan peningkatan ilmu
dan teknoiogi terutama di bidang informatika,
yang demikian pesat. Menurut Prof. IS.
Susanto, globalisasi dapat mempengaruhi
peningkatan mobiiitas orang, modal, kuitur,
balk yang bersifat lokal, nasional, bahkan
intemasional."
Istilah globalisasi seringkali disalah artikan
seoiah olah hanya berkaitan dengan masaiah
perekonomian yang melibatkan persoalan-
persoalan hubungan global. Namun tidak
demikian bagi Giddens;"
"Globalisasi bukan hanya, atau bahkan
terutama, tentang ketergantungan ekonomi,
tetapi tentang transfbrmasi waktu dan ruang
dalam kehidupan kita. Peristiwa di tempat
yang jauh, entah yang berkaitan dengan
ekonomi atau tidak, mempengaruhi kita
^ Pengecualian tindak pidana terorisme dari tindak pidana politik atau tindak pidana bermotif politik
dimaksudkan sebagai cara untuk lebih efektifuntuk memberantas terorisme dalam kerangka kerjasama bilateral
atau mulitllateral. Misalnya untuk keperluan dilakukannya ekstradisi berdasarkan Undang Undang Nomor 1
Tahun 1979 tentang ekstradisi, dalam Rasa! 5ayat (1) ekstradisi tidak dapat diiakukan terhadap kejahatan politik
atau yang bermotif politik.
" Meskipun dalam film Tora Tora Tora" yang memuat dokumen mengenai Perang Dunia II di Pearl
Harbour terdapat gambaran bagaimana pilot-pilot pesawattempur Jepang yang melakukan aksi bunuh diri
dengan mempergunakan pesawat tempurnya untuk diarahkan masuk ke dalam cerobong kapal perang AS,
sehingga pesawat tersebut meledak beserta dengan kapalnya sekaligus.
IS. Susanto. penjelasan lesan, kuliah 2Oktober 2001, PDIH Undip.
«Anthony Giddens. The Third Way; The Renewal ofSocial Democracy", diterjemahkan oleh Ketut Arya
Mahardika, Jalan Ketiga:Pembaharuan Demote/Sos/a/(Jakarta: GramediaPustaka Utama, cetakan ketiga,
2000), him 35.
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secara lebih langsung dan segera dan pada
yang pemahterjadisebelumnya. Sebaliknya,
keputusan yang kita ambil sebagai individu-
individu seringkali memiliki implikasi global.
Kebiasaan makan masing-masing Indivldu,
misalnya, mempengaruhi para produsen
makanan yang mungkin hidup di sisi lain
dunia Ini".
Globalisasi lanjut Giddens" adalah
rentangan proses yang kompleks, yang
digerakkan oleh berbagai pengamh politisdan
ekcnomis. Globalisasi mengubah kehidupan
sehari-hari. terutama di negara berkembang,
dan pada saatyang sama iamenciptakan sistem-
sistem dan kekuatan-kekuatan transnasional
yang baru. Dalam konteks suasaria pengaruh
globalisasi itulah agaknya persoalan terorisme
di dunia ini akan berdampak pada kehidupan
hukum di Indonesia.
Dalam proses transformasi ruang dan
waktu dalam kehidupan kita sebagaimana
dikemukakan Giddens untuk menjelaskan
pemahaman mengenai globalisasi,'suka
ataupun tidak suka, dikehendaki ataupun tidak,
maka apa yang telah menjadi suatu isu global
seperti masalah terorisme akan berimplikasi
terhadap perkembangan kehidupan hukum di
Indonesia. Menurut Tajuk Rencana Harian
Kompas, globalisasi tidak lag! menyangkut
masalah politik, ekonoml, dan sosial budaya.
Globalisasi juga menerpa bahkan melibatkan
masalah keamanan, balk keamanan antar
bangsa maupun keamanan domestik.^®
Terorisme dan segala macam manifestasi
dari terorisme sangatlah absurd untuk dipahami
dandimengerti, sehingga tidak heranjika untuk
menanggulangi perlu kehati-hatian, menurut
Richard Bagun,® kegiatan terorisme tidak sama
dengan perang yang jelas siapa kawan siapa
lawan, dalam perang sekalipun serangan lawan
seringkali dapat dihitung dan diperkirakan
sehingga ada perslapan untuk-antisipasi
ataupun untuk melakukan serangan balik.
Namun tidak demikian jika berhadapan
dengan aksi teroris, yang dapat melakukan
serangan secara tiba-tiba. tertutup dan
tersembunyi lalu lari [hit and run, pen.).
Terorisme jugatidak sama dengan teroryang
dilakukan oleh mafia atau yakusa, karena jika
mafia atauyakusa'melakukan aksi teror iapast!
melakukan langkah pengamanan untuk
melakukan gerakan aksi tutup mulut bagi
seluruh anggotanya (omerfa), namun tidak
demikian dengan terorisme yang seringkali
(meski tidak selalu) bahkan memberitahukan
siapaaktor dibalik dilakukannya serangan teror
tersebut. Terorisme juga tidak sama dengan
vandalisme ataupun intimidasi biasa.
Dilihat dari aspek kesejarahan, aksi
terorisme sebenamya potensial dapatterjadidi
semua masyarakat dunia dan tidak mengenai
asal ras, bangsa, kewarganegaraan, atau
bahkan agama. Menurut Hikmahanto®®aksi
teror sebenamya pemah dilakukan untuk tujuan
komersia! untuk mendapatkan sejumlah uang,
kemudian aksi teror jugapemah dipergunakan
untuk tujuan melepaskan orang-orang yang
sedang berada dalam penjara karena menjalani
hukuman, dan selanjutnya tindakan terorisme
lalu dipergunakan untuk tujuan-tujuan politik.
"Giddens,/b/d., him 38.
"Isu Terorisme Jangan Memecah Belah Kita", harian Kompas, Senin 23September 2002.
®Richard Bagun. Ibid.
^ Hikmahanto Yowono, op.cit.
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Sampai abad ke delapan belas, untuk
mencapai tujuannya aksi terorisme masih
menunjukkan pola-pola klasik seperti melakukan
penculikan, pembunuhan, penyanderaan,
pembunuhan, penyitaan dan lain sebagainya.
Pada awalnya terorisme merupakan suatu
kelompok perlawanan untuk menghadapi
penguasa (pemerintah) seperti dalam kasus
Narodnaya Volya di Rusia pada pertengahan
abad ke sembilan belas. Seiring dengan
berjalannya waktu, temyata terjadi pergeseran
dalam aksi-aksi terorisme, dimana Narodnaya
Voiya yang semula dibentuk untuk melawan
penguasa kemudian justru dipakai oleh
penguasa untuk menlndas masyarakat.^^
Revoiusi Perancis merupakan suatu
gerakan untuk melakukan pembebasan dari
penindasan praktek kekuasaan raja yang
absolut dengan semboyannya yang sangat
terkenal "liberty, equality, fratemit/ (kebebasan,
kesederajatan, dan persaudaraan), yang
diilhami oleh buku Jean Jacques Rousseau
yang berjudul The Social Confracf. Namun
sejarah juga mencatat bahwa revoiusi
Perancis tersebut juga dilakukan dengan cara-
cara menyebarkan terorterhadap pihak-pihak
penentang revoiusi. Wilson dalam bukunya
yang sangat terkenaP^ketika membahas
mengenai zaman pencerahan {enlightenmenfj
mengulas ide JJ. Rousseau mengenai f/ie gen
era/ will (kehendak umum), yang menyatekan
bahwa mereka yang tidak menganut general
w///yang sudah disetujui oleh dewan perwakilan
rakyat ini merupakan penentang atau
penyimpang.
Tidak ada cara lain untuk mencapai
demokrasi yang benar-benar bersifat egalitar
ian dan untuk itu perlu dilakukan pemutusan
humanity dari ikatannya, karena itu menurut
Rousseau humanity harus diikat di manapun.
Gagasan Rousseau tersebut ternyata telah
ditangkap dengan baik oleh Robespiere yang'
mempunyai julukan "sang pemimpin peme-
rintahan teror" [leader ofthe Reign ofTerror), la
bersama-sama dengan para Jacobin dengan
maksud untuk meiaksanakan gagasan
Rousseau tersebut kemudian menangkap tiga
ratus ribu orang dari golongan ningrat, pendeta,
pembelot politik, atau pembuat masalah
lainnya yang dianggap menentang. Dalam
tragedi yang terjadi pada tahun 1793 itu sekitar
seribu tujuh ratus orang meninggal dunia.
Menurut pemahaman Robespiere, tujuan
para Jacobin tersebut sebenamya mulia, karena
mereka melakukan itu untuk mencapai
kenikmatan kebebasan dan kesederajatan
masyarakat. Kemudian terjadilah penalaran
berikutnya bahwa mereka yang tidak
berkomitmen dengan kehendak masyarakat
lebih baik harus keiuar dari masyarakatnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut kalau perlu
harus dilakukan dengan penaklukan. Temyata
penalaran seperti inipun dikemudian hah
dipeigunakan oleh Napoleon Bonaparte dengan
para tentaranya. Berkenaan dengan hal ini
menurut Wilson"telah terbentuk suatu
kebersamaan antara ideologi egalitarian dengan
pemaksaan secara biadab, dan bahkan hal itu
terus berlangsung sampai dua abad berikutnya.
" Terorisme Gejala Global", harian Kompas, Kamis 20 September 2001.
32 Edward 0.Wilson, Consilience: The UnityofKnowledge (New York: Knopf, 1998), him 15-16.
33 Wilson, Ibid., him. 15-16. Di sini disebutkan oleh Wilson bahwa: "Thus took form the easycohabitation of
egalitarian ideology andsavage coercion that wasplague the next two centun'es".
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Beberapa rezim pemerintahan lainnya aspek ciri-ciri, karakteristik. motif, sifat
tercatat dalam sejarah juga pernah intemasional.tujuan.carakerjajaringannya.cara
mempergunakan metode pendekatan terorisme operasinya (termasuk metode dan taktiknya)'^ ®
untuk menyingklrkan iawan-Iawan politiknya atau Menurut Ahwii Luthan, perkembangan kelompok
pihak-pihak yang dianggap membangkang. terorisdiduniasampaisaatinidlperkirakanlebih
Misalnya Rezim Hitler di Jerman, Rezim Po! Pot dari 50 kelompok yang tersebar dimana-mana
di Kamboja, Stalin di Uni Soviet, Musoiini di Italia dengan berbagai macam perbedaan atau
dan lain sebagainya. Perkembangan negara dan persamaan tujuan, motivasi, dan ideologinya.
sistem pemerintatian dituntut untuk semakin Beberapa nama organisasi teroris .yang
demokratis sehlngga "memaksa" mereka untuk terkenai: '^ 1) di kawasan Timur Jauti: Sekigun
tidak meiakukan teror terhadap lawan (Tentara Merati Jepang); 2) di Timur Tengati:
politiknya atau kalaupun "terpaksa" meiakukan, Black Sepfemberyang terkenal dengan kasus
mereka akan melakukannya dengan cara- penyanderaan atlet olimpiade Municti dari Is-
cara yang samar,atau tertutup. Namun dilain rael (1972), LohameHerutdl Israel, IrgunZvai
pihak yang terjadi dalam kelompok-kelompok Leumi, dan As Sa'ga; 3) Di Eropa: Baader-
teroris justru semakin berkembang dan Me/nbo/jRoteeArmeeFraktion diJerman.Di
bermuncuian dimana-mana dan batikan tidak Italia ada Brigate Rosse I Red Brigade (Bri-
jarang yang mempunyaijaringan intemasional gade Merah), di Iriandia Utara ada IRA {Irish
dan mereka juga meiakukan kerjasama /?epub/;canAm)y), dart di Basque Spanyol ada
dengan kelompok teroris lain di luar basis ETA {Euskadi ta As-katasuna) atau juga
negaranya. '^* Basque Nationalist Movement, di Nederian
Perkembangan kelompok teroris terdapat Red Help Group, di Perancis ada
sebenamya dapat dilitiat dari perbedaan-atau France's DirectAction, di Belgia ada Belgium's
persamaan dari aspek tujuan, motivasi, ataupun Fighting Communist Cell. 4) Di Amerika Latin:
ideologinya^s bandingkan dengan yang dibuat FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de
oleh Loudewijk FPaulus yang untuk mematiami Colombia] di Kolombia, GAL {Comandos
terorisme secaralebihmendetail. la melihat dari Armadas de Liberacion) di Puerto Rico,
" Marian Kompas Cyber Media, 20 September 2001. 'Indonesia di Peta Terorisme Globai", harian
Kompas, 17 Nopember 2002. Lihat juga Ahwl Luthan, op.cit.
^Ahwii Luthan, op.c/f.
^ Loudewijk F. Paulus, "Terorisme", Buletin Litbang Departemen Pertahanan, didowndload dari htto://
buletinlitbanQ.dephan.Qo.id.
Data diperoleh antara lain dari Kompas; 20 September 2002 balk yang dari edisi online maupun cetak,
dan dari AhwII Luthan. Bandingkan perkembangannya dengan daftarnama teroris tambahan versi pemerintah
AS yang diumumkan Departemen Keuangan melalul Kedutaan Besar AS di Jakarta pada tanggai 17 Oktober
2001 terdapat tambahan 39 nama teroris yang kesemuanya dengan nama yang "berbau" Timur Tengah dan
isl3m. http://usembas$v.state.qoy/JakartaAi^.htrrs.htm1. Daftartersebutbelum termasuk tambahan baru yang
telah dimasukkan dalam daftar di PBB seperti kelompokJamiah islamiyah karena kelompok ini dianggap sebagal
bagian dari jarlngan Al-Qaeda diAsia.
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Sendero Luminoso (Jalan Terang) di Peru. 5) presiden Soekamo dan rombongannya di Cikini
Di Kanada" FLQ (Front de Liberacion du Qua- dengan mempergunakan granat tangan {30 No-
' vember 1957), kasus pembajakan pesawat
Beberapa kelompokteroris, termasukyang Garuda (kasus pesawat GIA-Woyla tahun1981),
teiah disebutkan diatas dapat dikelompokkan peledakan bom di candi Borobudur (20 Januaridalam beberapa ideoiogi, motivasi dan tujuan 1985), peledakan Masjid Istiqlal (19 April
yang melatarbelakangi diiakukannya aksi 1999). serangkaian peledakan bom di malam
teroris. Mantan Presiden RI Habibie'® mencoba Natal di Bekasi, Jakarta, Tangerang (24
mengkategorikannya ke dalam empat macam Desember2000).serta.terakhir120ktober2002
kategori dimana, setiap kelompok bisa saja adalah peledakan bom di Kuta Bail yang
hanya memenuhi satu macam namun bisa menewaskan sekitar seratus delapan puiuh or-
iuga lebih dari satu macam latar belakang: 1. ang. kesemuanya itu sebenamya menunjukkan
!n anti-colonial conflicts ( Ireland and the adariya indikasi bahwa di Indonesia teiah
United Kingdom, Algeria and France, Vietnam terjadi aktifitas terorisme meskipun belum
and France/United States): 2. In disputes be- diketahui berasal dari kelompok mana.
tween different national groups over posses- Fenomena di atas menunjukkan bahwa
sion of contested homeland (Palestinians and terorisme benar-benar teiah menjadi gejala glo-
/srae/);®® 3. In conflicts between different reli- • bal. Menurut Richard Bagun, intemasionalisasi
gious denominations (Catholics and Protes- terorisme tidak hanya berarti bahwa organisasi
tants in Northern Ireland); 4. in internal con- terorisme yang satu menjadi inspirasi bagi ide
flicts jbefween revolutionary forces and estab- atau kegiatan untuk kelompok yang Iain namun
lished goi'emmenfs (Malaysia, Indonesia, the juga terjadinya hubungan timbal balik dalam
Philippines Iran Nicaragua, El Salvador, Ar- bidang latihan, dukungan logistik, personal,
gepfina). ' dan bahkan orientasi ideologis yang sama.^
Dari seluruh kelompok teroris yang Apabila terorisme teiah menjadi gejala global
disebutkan di atas dan yang terdapat dalam bukankah berarti bahwa terorisme tidak hanya
daftar yang dikeluarkan US Embassy di merupakan masalah suatu negara atau
Jakarta, dan daftar yang ada di PBB, temyata kawasan tertentu saja?
tidak adasatupunjaringan teroris yang berasal Apabila terorisme teiah menjadi gejala
dari Indonesia. Namun demikian apakah global, berarti terorisme juga menjadi masalah
kemudian Indonesia tidak ada kelompok global, tidak lagi hanya menjadi masalah
teroris*? Ini merupakan pertanyaan yang cukup nasjonal dari negara yang menjadi korban
sulit untuk dijawab jika tidak ada bukti mengenai terorisme. Masalah terorisme harus diatasi
halitu Tetapijikadiiihatdarirangkaianteijadinya bersama-sama oleh masyarakat Intemasionai.
peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Departemen Luar Negeri kita melaiui juru
»BacharuddinJusufHabibie, op.c/f.
Uhat Catalan kaki nomcr 11 tentang kerancuan itu dengan ccntoh yang dibenkan oleh Maitn Indyk dalam
kasus konflik Palestina dengan Israel, ada ketidakjelasan mana yang teroris, Israel atau Paiestina?
«Marian Kompas, 20 September 2001 http://www.komDas.com
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bicarahya Marti Natalegawa'bahwa'menyatakan;
"masalah terorisme kini tidak saja menjadi
masalah satu kawasan tertentu saja, tetapi
menjadi masalah global." '^ Pemyataan tersebut
sejalan dengan paparan Menteri Luar Negeri
kita ketika menanggapl secara resmi sikap
Indonesia terhadap serangan teroris 11 Sep
tember 2001 bahwa terorisme menjadi isu glo
bal, dan Indonesia mengutuk tindakan
terorisme dan mendukung upaya globai untuk
memerangi terorisme dan mengambil
langkah-iangkah nasional untuk melaksanakan
Resoiusi Dewan Keamanan PBB No.1373
tahun 2001.«
Krimlnalisasi Terorlsme^^
Merujuk pada pendapat Giddens bahwa
globaiisasi pada dasarnya adalah suatu
proses transformasi ruang dan waktu dalam
kehldupan kita, maka sebenarnya proses
transformasi yang terjadi daiam proses
globaiisasi akan menyentuh semua aspek
kehldupan manusia, termasuk dalam bidang
hukum. Oleh karena itu daiam setiap proses
globaiisasi, suatu negara akan menghadapi
masalah di bidang hukum terutama yang
berkaitan dengan persoalan pergeseran nilai-
nilai dan paradok niiai-niiai akibat masuknya
niiai-nilai baru dari luar, serta persoalan
bagaimana hukum dituntut untuk merespon
terjadinya pergeseran ataupun perubahan
niiai-nilai tersebut daiam program leglslasi
naslonalnya. Setidak-tidaknya mengusahakan
pembaharuan hukum melalui pendekatan
harmonisasi hukum/^ Dalam beberapa ha!
perkembangan hukum di Indonesia sebenarnya
juga tidak dapat dilepaskan dari konteks proses
Laporan Reporter Rio dari forum Southwest Pacific Dialogue (SPWD) yang menyelenggarakan pertemuan
diYogyakarta tanggai 5 Oktober 2002 dengan agenda utama "masalah terorisme dikawasan Pasifik Barat
Daya", http://www.skoDeonet.com/newsfokus. Sebagai calatan, menumt Marti Natalegawa SWPD diiuncurkan
pertama kail oleh Indonesia tahun 2000 untuk melengkapi dan memperkuat skuktur hubungan Indonesia
dengan Negara-negara tetangga dekat terutama di kawasan timur. SWPD bukan merupakan organisasi sub
kawasan bam meiainkan untuk menjembatani peningkatan intensitas hubungan antara Negara-negara di Pasifik
Barat Daya dimana disitu adaASEAN dan adapuia Pacific island Forum.
^ Hasan Wirayuda, Paparan Lisan {Executive Summary] Pemyataan Pers Akhir Tahun Menteri Luar
Negeri Indonesia. Jakarta, 7 Januari 2002.
Yang dimaksud krimlnalisasi adaiah suatu proses dijadikannya suatu bentuk perbuatan tertentu yang
semula bukan merupakan findak pidana kemudian dirumuskan menjadi tindakpidana menurut hukum pidana
yang beriaku. Krimlnalisasi dapat berupa perumusan tindak pidana yang baru sama sekali, atau berupa
perluasan pengertian dari tindak pidana yang sudah ada sebelumnya. Mengenai masalah berbagai aspek
yang perlu dipertimbangkan daiam proses krimlnalisasi, lihat Barda Nawawi Arif, Bungs Rampai Kebijakan
Hukum Pidana (Bandung: FT. Citra Aditya Bakti, 1996), him 33-34. Diingatkan oleh Barda bahwa penggunaan
hukum pidana harus memperhatikan: 1) tujuan pembangunan hukum nasional: 2) Perbuatan yang akan dicegah
atau ditanggulangi adalah yang dikehendaki masyarakat (yang mendatangkan kerugian); 3) harus
memperhitungkan prinsip biaya dan hasil; 4) harus memperhitungkan kemampuan aparatdan badan penegak
hukum.
« Pendapat seperti ini pemah dikemukakan oleh Prof. DR. IS. Susanto dalam diskusi kelasPDIH UNDIP
tahun 2002 ketika membahas mengenai masalah Globaiisasi dan Hukum. Semarang, 20ktober2001.
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globalisasiterutamayangterjadidalam proses diperkenalkan dalam Peraturan Pemerintah
kriminalisasi terorisme. Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1
Sebagai bagian dari masyarakat dunia, tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Indonesia akan terkena Imbas dari isu global Pidana Terorisme dan Perpu Nomor 2 tahun
terorisme. Sebagai konsekuensi logisnya Indo- 2002 tentang Pemberiakuan Perpu Nornor 1
nesia akan dihadapkan pada masalah untuk tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
membuat keputusan mengenai bagaimana Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peiedakan
mensikapi atau merespon terorisme global. Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.
Apabila AS sebagai negara super power satu- Namun dengan mengingat keterkaitan
satunya di dunia ini telah bersikap bahwa: "kaiau kejahatan terorisme dengan bentuk-bentuk
Anda bukan teman saya, pastilah Anda adalah kejahatan iainnya maka sebenarnya proses
musuh saya", maka hai itu akan berimplikasi kriminalisasi untuk menangguiangi kejahatan
pada sikap politik kita untuk memilih menjadi terorisme sudah berlangsung cukup lama,
kawan atau lawan AS. AS berkeinginan untuk yaitu jauh sebelum dikeluarkannya Perpu
memerangi terorisme dengan caranya sendiri tersebut. Beberapa produk undang-undang
dan mengajak pada semua negara untuk yang mengatur mengenai tindak pidana yang
bersatu dengan AS memerangi terorisme, jika sebenarnya erat kaitannya dengan masalah
ada negara yang tidak setuju maka dapat saja pemberantasan tindak pidana terorisme antara
ia dianggap sebagai musuh AS. Siapakah lain dalam Undang-Undang Nomor 4Tahun
yang berani menentang keinginan AS 1976 tentang Perubahan dan Penambahan
tersebut?^® Beberapa Pasal Dalam KUHP Bertalian Dengan
Dilihat secara substansial, kejahatan Periuasan Beriakunya Ketentuan Perundang-
terorisme khususnya terorisme internasional, undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan
sebenarnya bukan mefupakan kejahatan yang Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana
berdiri sendiri karena ia dapat menjadi Penerbangan, Undang-Undang Nomor SI/DrV
kejahatan iintas negara (transnasional), maka 1951 tentang Larangan menyimpan, memakai,
terorisme saling berkaitan dengan bentuk- dan memiliki senjata api dan bahan peledak,bentuk kejahatan Iainnya sepertipenyeiundupan serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
senjata, perdagangan gelap obat-obatan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
terlarang dan narkotika, dan pencucian uang Menurut Zen, sebagai negara anggota{money laundering) dan lain sebagainya.^® PBB, Indonesia tunduk pada ketentuan Pasai
Meskipun sebatas yang diketahui penulis, secara 55 piagam PBB yang intinya setiap anggota PBB
formal pengertian tindak pidana terorisme dalam wajib untuk mengikatkan diri pada kesadaran
sistem penindang-undangan nasional kita bam untuk menciptakan kondisi keadilan dan
^UhatHikmahanto Yuwono, op.cl, yang menyarankan untuk mengkrilisi kebijakan luar negeri AS khususnya
yang berkaitan dengan masalah terorisme. _ , -u , a j
Departemen Luar Negeri AS merupakan salati satu plhak yang berpendapat seperti ilu. uhat Andy
Rahmianto, "Indonesia dan Terorisme Internasional", Kompas Cyber Media, 29 Oktober 2001, ]M!l
www.kQmDas.com
79
peRJamaiah global! '^ Pasal 7Piagam PBB juga
mengamanatkan tentang keikutsertaan setiap
anggota untuk memelihara atau memulihkan
perdamaian dan keamanan nasional/® Oleh
karena itu ketentuan-ketentuan hukum pidana
Indonesia yang berkaitan dengan terorisme
ataupun mengenal terorisme jlka ditelusuri
sebenamya mempunyai kaitan dengan situasi
Intemaslonal yang sedang berlangsung. Karena
situasi intemaslonal dapat berpengaruh
terhadap situasi naslonal, maka dalam
melaksanakan pembangunan hukum di In
donesia tidak dapat begitu saja mengabaikan
situasi intemaslonal tersebut.
Dikeluarkannya Undang Undang Nomor
4Tahun 1976 Tentang Kejahatan Penerbangan
dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana
Penerbangan sebenamya tidak lepas darl
diberiakukannyatiga buah konvensi intemasionai
yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1976. Tiga buah konvensi yang
dimaksud adalah: Tokyo Convention/KonvensI
Tokyo 1963 yang mengaturtentang kejahatan yang
dilakukan di atas pesawat terbang/kejahatan
tertiadap keamanan penerbangan {Convention
onOffences and Certain OtherActsCommitted
on BoardAircraffj-, Konvensi Hague/The Hague
Convention 1970 tentang kejahatan pesawat
udara (Convention for the Suppression ofUn
lawful Seizure ofAircraft}] Konvensi Montreal/
Montreal Convention 1971 tentang kejahatan
yang dilakukan terhadap pesawat terbang sipii
{Convention for the Suppression of Unlawful
Acts Against the Safety ofCivil Aviation).
Muncuinya konvensi-konvensi tersebut
sebenamya tidak iepas dari makin maraknya
kejahatan yang terjadi diatas pesawat udara
ataupun terhadap sarana dan prasarana
penerbangan yang dapat mengancam hak
hidup, kebebasan dan keamanan. Menurut
Zen Kejahatan itu mempunyai implikasi luas
bagi keamanan dan perdamaian global.^®
Kejahatan-kejahatan yang dimuat dalam
Undang Undang Nomor4 tahun 1976 tersebut
yang kemudian dimasukkan dalam Bab
tambahan dalam Bab XXIXA Kitab Undang
Undang Hukum Pidana (KUHP) dikemudian
hari temyata diperluas lagi bentuk kejahatannya
dan dirumuskan menjadi tindak pidana
terorisme.®"
Ada sebanyak dua belas konvensi
intemasionai yang mengatur tentang
pencegahan dan penindasan tertiadap terorisme
intemasionai, termasuk di dalamnya adalah
norma-norma yang mengatur tanggungjawab
negara dalam menjawab problem terorisme.
Dari dua belas konvensi intemasionai tersebut
berdasarkan data tahun 2001, Indonesia baru
menanda'tangani dan meratifikasi tiga buah
konvensi sebagaimana yang disebut di atas,®^
ditambah dengan satu konvensi tentang nuklear
Convention onthePhysicalProtection ofNuclear
Material, Vienna, 1980. Selain itu Indonesia juga
telah menandatangani dua konvensi lainnya yaitu:
Protocol ontheSuppression ofUnlawful Act of
Violence atAirports Serving Intemational Civil
Patra M. Zein, "Terorisme: StandarHukum Internasionar, Tempo edisi online, 08 November2002
Andy Rahmlanto. op.cit.
A. Patra M. Zein. op.cit.
®Pasal 8huruf a- r, dan Penjelasan Pasal 8Perpu Nomor 1Tahun 2002.
" Lihat Undang-Undang Nomor 2Tahun 1976 tentang pengesahan terhadap konvensi Tokyo, Hague,
dan Montreal. LIhat juga Andy Rahmlanto, Indonesia dan Terorisme Intemasionai. op.cit.
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Aviation, Supplementary to ttie Convention for •
the Suppression ofUnlawful Acts Against the
Safety ofCivil Aviation, Montreal, 1988. Dan
International Convention for the Suppression
ofthe Financing ofTeron'sm tahun 1999."
Perumusan perbuatan-perbuatan yang
akan dikategorikan menjadi tindak pidana dalam
proses kriminalisasi menurut Muiadi" dapat
dilakukan dalam tiga macam kemungkinan
cara yaitu: pertama, beberapa konvensi
internasional yang sudah ada diambil dan
dimmuskan menjadi tindak pidana terorisme;
kedua, menyebut, mengadopsi atau mengambil
alih dari undang-undang tertentu; atau yang
ketiga merumuskah perbuatan tertentu yang
sebelumnya bukan tindak pidana menjadi
tindak pidana terorisme. Perumusan perbuatan
tertentu menjadi tindak pidana terorisme di
Indonesia, sebenamya tidak lepas dari salah
satu cara perumusan sebagaimana yang telah
dijelaskan oleh Muladi di atas dapat diuraikan
sebagai berikut ini: 1. Dalam-bagian
Penjelasan Umum Perpu Nomor 1tahun 2002
dijelaskan bahwa dikeiuarkannya Perpu
tersebut diakui sebagai komitmen pemerintah
untuk mewujudkan: a. ketentuan Pasal 3 Con-
vention Against Tenon's Bombing (1977), yang
dalam Perpu tersebut ketentuan yang paling
mendekati dengan konvensi tersebut juga
dengan Undang-Undang Nomor 12/Drt/tahun
1951 adadalam Pasal 9yang mengaturtentang
larangan melakukan perbuatan melawan
hukum untuk memasukkan ke Indonesia,
membuat, menerima ... sesuatu senjata api,
amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan
bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan
maksud untuk melakukan tindak pidana
terorisme. b. Convention ontheSuppression of
Financing Terron'sm (1999). Dijelaskan juga
bahwa Perpu tersebut memuat juga ketentuan
tentang pendanaan untuk kegiatan tindak .
pidana terorisme yang sekaligus juga
dimaksudkan untuk memperkuat Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak'
Pidana Pencucian Uang. Perwujudan dari
komitmen ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal
11 sampai dengan 13 Perpu nomor 1 tahun
2002.2. Pasal 10 Perpu No.1 tahun 2002 ini
memuat ketentuan mengenai ancaman
pidana terorisme bagi mereka yang
mempergunakan senjata kimia, biologis,
radiplogi... ketentuan tersebut sebenamya
mengadopsi dari konvensi Wina 1979 'Con
vention on the Physical Protection ofNuclear
Materiar^^ 3. Pasal 8 Perpu Nomor 1 tahun
2002 yang mengatur tentang kejahatan
penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/
prasarana penerbangari menjadi tindak
pidana terorisme sebenamya merupakan
penjabaran dari ketentuan Pasal XXIXA KUHP
jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 jo
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976 jo
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1976." 4.
Yang berisi tentang perbuatan-perbuatan yang
dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme
yang merupakan perumusan delik baru yang
" Siaran Pars dari Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nation, dl New York,
No.204/HMS/XI!/01, tanggal 26 Desember 2001. Didownload dari http://www.indoneslamission-nv.orq-
" Muladi, penjelasan lesan dalam kuliah di PDIH Undip, Semarang 4Mei 2002.
Lihat Penjelasan Pasal 9dalam bagian Pasal Demi Pasal dalam Perpu No. 1Tahun 2002.
^Undang-Undang Nomor 2Tahun 1976 mengesahkan berlakunya Konvensi Tokyo 1963, Konvensi the
Hague 1970 dan Konvensi Montreal 1971.
81
sebelumnya^belum pernah ada^antara lain
dapat dijumpai'dalam Rasa! 6,7;-17,18, serta
tindak pidana lainnya yang berkaltan dengan
tindak pidana terorisme (Bab iV Rasa! 20
sampai dengan 24).
Simpulan
Berdasarkan uraian di atas.dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut: 1. Bahwa beium
ada batasan pengertian terorisme yang dapat
diterima oleh berbagai pihak karena masing-
masing mempunyal sudut pandang sendiri
dalam memberikan pengertian terorisme.
Belum adanya konsensus darl. berbagai
pimpinan negara mengenai terorisme sehingga
sampai saat ini masih dijumpai berbagai
pengertian terorisme. 2. Meskipun beium ada
batasan perigertian yang sama mengenai
terorisme, namun sejak dlkeiuarkannya ECST
tahun 1937,®® pengertian terorisme yang
sebeiumnya dianggap sebagai kejahatan
tertiadap negara, pengertiannya telah bergeser
kearah sebagai kejahatan terhadap
kemanusiaan. Pergeseran ini semata-mata
karenatuntutan ke arah yang iebih demokratis,
menglngat jlka kejahatan terorisme diartikan
sebagai kejahatan terhadap negara akan
menimbulkan kekhawatiran adanya potensi
penyalahgunaan kekuasaan untuk memberikan
pengertian yang disesuaikan dengan keinginan
dan kebutuhan penguasa. Perpu nomor 1
Tahun 2002 ternyata juga mengikuti arah
pergeseran pengertian ini sebagaimana dapat
dijumpai dalam bagian Renjelasan Umumnya:
"bahwa terorisme merupakan kejahatan
• terhadap kemanusiaan dan peradaban...". 3.
Bahwa kejahatan terorisme tidak lagi dianggap
sebagai masalah lokal, nasionai ataupun regional,
namun sudah dianggap oleh masyarakat
Intemasional sebagaisuatu masalah intemasional.
Kejahatan terorisme sudah menjadi isu global,
oleh karena rtu penanganannya pun tidak cukup
diiakukan oleh masyarakat lokal-nasional, namun
harus mellbatkan pula dengan masyarakat dari
kawasan lain yang Iebih iuas yaitu dengan
masyarakat dari kawasan regional dan
intemasional. 4. Proses kriminalisasi terorisme
dl Indonesia tidak teriepas dari dinamlka proses
globalisasi yang. terjadl. Sebagai bagian dari
masyarakat dunia, Indonesia juga tidak akan
teriepas dari situasi global yang teijadi. Karena
terorisme sudah menjadi isu global yang harus
ditanggulangi dan ditumpas bersama oleh
seluruh anggota masyarakat dunia, maka bagi
Indonesia suka ataupun tidak, dituntut untuk
berpartisipasl daiam mengatasi masaiah
terorisme. Dalam konteks seperti inilah Perpu
nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan
tindak pidana terorisme dikeluarkan oleh
pemerintah, meskipun akselerasi atau peroepatan
keluamya Perpu tersebut dipicu oleh peristiwa
peledakan bom di Kuta Bali. Penegasan sikap ini
telah disebutkan dalam konsiderans Perpu nomor
1 tahun 2002 bagian Menimbang pada hunrf d:
"Bahwa pemberantasan terorisme didasarkan
pada komitmen nasionai dan intemasional
dengan membentuk peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan terorisme." 5.
Ada tiga macam cara yang ditempuh dalam
. merumuskan tindak pidana terorisme dalam
Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yaitu: pertama,
dengan mengadopsi dari konvensi-konvensi
'ECST singkatan dari European Convention on The Suppression ofTerrorism.
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internasional; kedua, mengadopsi atau
memperluas dari undang-undarig lain yang
sudah ada sebelumnya: ketiga, adalah
merumuskan bentuk kejahatan baru yang
dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.
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